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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikemukakan kesimpulan 

sebagai berikut : 

Put. MK No. 27 / PUU – IX / 2011 memberikan aturan – aturan 

tambahan bagi outsourcing yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 

13 Tahun 2003, sehingga kepentingan pekerja menjadi lebih diperhatikan. 

Putusan MK ini mengharuskan perjanjian kerja outsourcing berbentuk 

PKWTT, namun dapat dilakukan berbentuk PKWT apabila syaratnya 

dipenuhi. Amar putusan MK ini mensyaratkan adanya pengalihan 

perlindungan hak – hak bagi pekerja / buruh yang objek kerjanya tetap ada 

bagi PKWT, sehingga hak  - hak pekerja tetap terjamin walaupun terjadi 

pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan 

dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh. 

Melalui putusan MK ini, masa kerja yang telah dilalui para pekerja 

outsourcing tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja 

outsourcing menikmati hak – hak sebagai pekerja secara layak dan 

proposional. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, 

maka penulis memberi saran : 
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1. Dibentuknya suatu peraturan baru yang mengatur outsourcing sebagai 

bentuk tindak lanjut dari Putusan MK No : 27 / PUU – IX / 2011 (telah 

terbentuk dalam Permenakertrans No. 19 Tahun 2012). 

2. Pembenahan dari pemerintah, baik pembenahan terhadap regulasi 

maupun pengawasan yang lebih ketat bagi implementasi regulasi 

tersebut. 

3. Pemberian sosialisasi bagi pekerja, agar para pekerja dapat mengerti 

hak dan kewajibannya seutuhnya. 

4. Implementasi yang sesuai dengan regulasi yang telah mengatur, agar 

dapat menguntungkan baik bagi pihak pekerja maupun pihak 

pengusaha. 
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